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Abstract 
Participation is regulated in Articles 55 and 56 of the Criminal Code, which means that two or 

more people jointly commit a criminal offence or play a role in the commission of a criminal offence. 
Participation in child maltreatment is, in principle, unlawful. This study aims to understand the concept 
of participation in Indonesian criminal law and evaluate the responsibility of perpetrators of criminal 
offences of maltreatment resulting in the death of a child based on the concept of participation. The 
research uses normative legal method with primary, secondary, and tertiary legal materials obtained 
through literature study. The results showed that the concept of participation is based on functional 
theory and causality theory, which divides the role of the perpetrator in the crime. In the case of serious 
maltreatment that caused the death of a child, all parties involved can be held criminally responsible 
according to their roles. The determination of responsibility is based on valid evidence (Article 184 of 
the Criminal Procedure Code) and facts revealed in court, as stipulated in Article 354 Paragraph (2) Jo 
Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. Related to this, it is suggested that it is necessary to 
strengthen the implementation of the Child Protection Law to ensure that all forms of violence against 
children, including criminal offences committed with accompaniment. Furthermore, the need for severe 
sanctions against perpetrators who participate in committing or allowing criminal offences against 
children needs to be strengthened in order to provide a deterrent effect.  

 

Keywords: Crime, Participation, Children, Maltreatment. 

 

Abstrak 
            Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berarti terdapat dua 
orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana atau berperan dalam 
mewujudkan tindak pidana. Penyertaan terhadap penganiayaan anak, pada 
prinsipnya melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep 
penyertaan dalam hukum pidana Indonesia serta mengevaluasi 
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 
kematian seorang anak berdasarkan konsep penyertaan. Penelitian menggunakan 
metode hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 
diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep 
penyertaan didasarkan pada teori fungsional dan teori kausalitas, yang membagi 
peran pelaku dalam kejahatan. Dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan 
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kematian anak, semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana sesuai perannya. Penentuan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan 
alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) dan fakta yang terungkap di persidangan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 
Terkait hal ini disarankan bahwa perlu penguatan implementasi UU Perlindungan 
Anak untuk memastikan bahwa semua bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk 
tindak pidana yang dilakukan dengan penyertaaan. Selanjutnya, perlu adanya 
sanksi yang berat terhadap pelaku yang turut serta melakukan atau membiarkan 
tindak pidana penganiayaan terhadap anak perlu diperkuat guna memberikan efek 
jera.  
  
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyertaan, Anak, Penganiayaan 

 
1. PENDAHULUAN 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Secara gramatikal maka 

konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan 

dan alat-alat perlengkapan negara, segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan 

termasuk yang dilakukan oleh warga  Negara harus memiliki landasan hukum atau 

dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum.1 Menurut Hans 

Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang 

menekankan aspek ‘seharusnya’ atau das sollen, dengan menyertakan beberapa 

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi 

manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik 

dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani 

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan 

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.2 Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh disebut dengan 

penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak 

                                                             

1 R. Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana 
Indonesia Berdasarkan Pancasila daln UUD Negara Republik Indonesia 1945”, Vol. 1, No. 3, 
Padjajaran Journal of Law, 2014, hlm. 558-577. 

2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158   
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perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Menurut para ahli, ada 

beberapa pengertian mengenai penganiayaan, diantaranya adalah :  

1. H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka; kepada orang 

lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang tersebut3  

2. M.H. Tirtaamidjaja menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit 

atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan 

sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan 

kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan4  

3. Doktrin penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. 

Timbulnya kasus penganiayaan dapat terjadi karena berbagai alasan atau 

motif yang sangat amat beragam, yaitu karena memiliki rasa dendam akan masa 

lalu, perasaan iri hati, dan atau karena memiliki lingkungan hidup yang serupa 

dengan kejahatan yang terjadi. Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, secara 

konseptual terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif. Menurut 

Remmelink, unsur objektif yang diwujudkan oleh actus reus dapat diartikan sebagai 

perbuatan atau tindakan yang menurut masyarakat tercela dan patut di hukum.5 

Penganiayaan dimuat dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. 

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 51, penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 

352, penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353, penganiayaan berat diatur 

dalam Pasal 354, sedangkan penganiayaan berat dengan rencana diatur dalam pasal 

355. Bila difokuskan pada penganiayaan berat berencana pada Pasal 355 KUHP, di 

jelaskan bahwa suatu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih 

dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  

                                                             

3 Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan 
Prevensinya), Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 5. 

4 Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Fasco, 1955, hlm. 174 
5 Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straft 

Zonder Schuld, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 162. 
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Suatu kejahatan bila disertai dengan rencana terlebih dahulu akan 

menyebabkan perbedaan jerat pidananya, juga dengan suatu kejahatan yang 

dilakukan bersama dengan orang lain, dan atau atas dasar paksaan. Di dalam hukum 

pidana, dikenal delik penyertaan (deelneming delicten) atau turut serta dalam 

melakukan suatu tindak pidana. Pengertian delik penyertaan ini tidak dijelaskan 

dalam KUHP, namun dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah suatu pengertian 

mengenai semua bentuk turut serta atau keikutsertaan atau terlibatnya seseorang 

atau beberapa orang, baik yang secara psikis maupun secara fisik dengan 

melakukan masing-masing perbuatan sehingga menimbulkan suatu kejahatan 

(tindak pidana).6 Penyertaan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 56. Dalam KUHP, 

penyertaan dibagi menjadi dua, yaitu:7  

1. Dader, yaitu pembuat atau para pembuat;  

2. Medeplichtige, yaitu pembantu atau pembuat pembantu. Bentuk-bentuk 

penyertaan dijelaskan pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dimana dijelaskan 

mengenai golongan yang disebut dengan mededader (para pembuat), 

medeplichtige (pembuat pembantu). Pasal 55 KUHP, yaitu mengenai 

penyertaan dirumuskan :  

(1) Dipidana sebagai pembuat delik :  
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan;  
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 
atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

 
Orang yang turut serta (medepleger) melakukan suatu kejahatan menurut 

MvT (Memorie van Toelichting) adalah orang yang turut serta melakukan ialah 

                                                             

6 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika 
Aditama, 2003, hlm. 117. 

7 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 48. 
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orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya 

sesuatu.8 Bentuk turut serta ini haruslah terdapat dua orang atau lebih yang 

dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu 

kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan, dan syaratnya adalah kerjasama 

secara sadar dan pelaksanaannya bersama-sama secara fisik. Penganjur (uitlokker) 

atau orang yang menganjurkan untuk melakukan suatu kejahatan adalah orang 

yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana 

orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena 

terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2.9 

Seperti halnya dalam perkara Putusan 211/Pid.B/2023/Pn Tjb anak yang 

berumur 17 (tujuh belas) tahun, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal tanjungbalai. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hilangnya nyawa korban 

dikehendaki oleh rahmat hidayat yang bersama-sama dengan ahmad muslim, dan 

Muhammad Irnu. Hal tersebut terlihat dari perbuatan keikutsertaan para pelaku 

terlihat jelas dari peran masing-masing pihak, yang dimana bermula dari terdakwa 

I dan terdakwa II menjemput anak korban kemudian terdakwa III Muhammad Irnu 

yang melempar dan membenturkan kepala anak korban serta membanting tubuh 

anak korban telah menimbulkan dampak yang fatal dan mengakibatkan anak 

korban akhirnya meninggal. Tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa dapat 

terjadi karena berawal dari anak korban meminjam sepeda dan tidak dikembalikan 

sampai akhirnya para terdakwa mencari anak korban ketika anak korban sudah 

ditemukan kemudian anak korban dipukul menggunakan anyaman bambu dan 

dibawa kerumah terdakwa untuk ditanyai mengenai tentang sepeda yang korban 

pinjam tidak sampai disitu ketika anak korban dibawa kerumah kosong untuk 

dianiaya kembali dengan cara membenturkan kepala anak korban dan 

membantingkan tubuh anak korban ke dinding dan seng hingga menyebabkan 

maut. Masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa melanggar norma hukum 

                                                             

8 Barda Nawawi Arif, Op.Cit., hlm. 55. 
9 Mahrus Ali, Op.Cit., hlm. 129 
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karena terdakwa menganiaya anak korban sampai mengakibatkan anak korban 

mati. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti melakukan analisis 

untuk mengetahui bagaimanakah konsep penyertaan dalam hukum pidana di 

Indonesia pada “Pasal 354 ayat (2) Jo Pasal 55 (1) KUHP yang kedua bagaimanakah 

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya 

seorang anak berdasarkan konsep penyertaan. 

2.  METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian 

normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah 

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, 

norma, kaidah peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian 

serta doktrin.10 

Mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini menggunakan Pendekatan 

Konseptual (conceptual approach) untuk menginventarisasi dan membandingkan 

asas-asas, doktrin sumber hukum tentang konsep penyertaan dan 

pertanggungjawaban pidana terhadap yang turut serta melakukan tindak pidana. 

Pendekatan kasus (case approach).11 

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau 

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu 

gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Bentuk penelitian ini adalah 

preskriptif yaitu penelitian yang dilakukan guna memberikan gambaran atau 

merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada. 

3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 KONSEP PENYERTAAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA 

                                                             

10 Awal Nopriyanto Bahasoan, et al., “The Population Growth Forecasting Towards 
need for waste Management Facilities in Majene Regency,” Media Bina Ilmiah 15.8 (2021): 
5003-5010. 

11 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat, University Press, 
2020, hlm. 21. 
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Suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana 

dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Di dalam KUHP penyertaan 

tindak pidana sering di istilahkan dengan deelneming yaitu dua orang atau lebih 

yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara 

mengartikan deelneming “apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau 

lebih dari satu orang.” Adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya 

beragam jenis-jenis pemidanaan yang di terapkan terhadap masingmasing pelaku 

tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat 

menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu antara orang yang melakukan dan orang 

yang membantu melakukan tindak pidana. 

KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran 

dalam menentukan pidana yang mempunyai kecendrungan pada beragam jenis 

pidana. Istilah perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan 

dengan gabungan melakukan tindak pidana.12 Kemudian, jika diperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP maka yang 

terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya 

hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan tetapi dalam Pasal 

55 KUHP pelaku tindak pidana dapat di bagi menjadi 4 (empat) macam yaitu orang 

yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut melakukan dan 

orang yang dengan pemberian upah.  

Tindak kriminalitas di Indonesia terus berlanjut, dilakukan oleh para pelaku 

tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Hukum memiliki peran penting dalam 

menjaga tata tertib sosial dan keseimbangan kehidupan. Salah satu bentuk 

                                                             

12 Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, “Tinjauan Tentang Sistem 
Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana menurut KUHP”, Media keadilan: Jurnal 
Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, 2018, hlm 123, doi: 
https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889. Url: 
http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889. Lihat dalam Fahrurrozi, 
Samsul Bahri M Gare, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut 
KUHP”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Jurnal Ilmu Hukum, 2019, 
hlm. 3 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/
http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889


PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK YANG 
MENGAKIBATKAN KEMATIAN 
Samtria, Yusrizal, Eko Gani PG 
Vol. 8 No. 2, (April) 2025 

 

 

 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/  

 

kejahatan yang sering terjadi adalah kekerasan atau penganiayaan, yang tidak 

hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga secara psikis. Faktor-faktor seperti 

kurangnya pengendalian perilaku masyarakat dan lingkungan pergaulan yang 

buruk dapat menjadi penyebab tindak pidana ini. Banyak insiden kekerasan seperti 

pukulan dan tindakan fisik lainnya seringkali menghasilkan cedera fisik pada 

korban, bahkan dalam beberapa kasus berakibat fatal. Selain itu, tindakan 

penganiayaan juga dapat memiliki dampak psikologis seperti trauma, ketakutan, 

dan bahkan gangguan mental pada korban. Fenomena penganiayaan ini tidak 

terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengaruh 

pergaulan buruk, ketidakharmonisan dalam keluarga atau hubungan sosial, tekanan 

ekonomi, dan konflik antar individu. Tidak jarang juga tindakan penganiayaan 

dilatarbelakangi oleh motif seperti dendam, pencemaran nama baik, atau perasaan 

merugikan. Terkadang, penganiayaan juga bisa terjadi sebagai akibat dari 

pertengkaran atau perselisihan antara pelaku dan korban.13 

Menurut Van Hammel penyertaan adalah sebagai ajaran 

pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian 

Undang-Undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan 

sendiri,14 sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan 

deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain 

melakukan tindak pidana. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak 

pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:  

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;  
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan 

sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana 
tersebut; 

3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain 
membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. 
 

                                                             

13 Gilbert Immanuel Gultom, dkk, “Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 
351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)”, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, 
Politik dan Hukum ,Volume. 2, No. 1, Tahun 2025, hlm. 2-3 DOI: 
https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.743 diakses pada 2 maret 2025, pukul 12.13 WIB 

14 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 
174. 
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Ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua 
macam, yaitu:  
1. Unsur objektif  

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. 

Menurut P.A.F. Lamintang “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, 

yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus 

dilakukan”.15 Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:  

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;  

b. Kualitas dari si pelaku; 

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.16 

2. Unsur subjektif Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku 

tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:17  

a. Kesengajaan (dolus)  

b. Kealpaan (culpa)  

c. Niat (voortnemen)  

d. Maksud (oogmerk)  

e. Dengan rencana terlebih dahulu  

f. Perasaan takut (vrees) 

Menurut JE Sahetapy “untuk memasukan unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP 

harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 

menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dilihat 

peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak 

pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud 

akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas”.18 

Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Sehubungan 

                                                             

15 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 
hlm 11. 

16 Ibid, hlm. 13 
17 Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, 

hlm 13-14. 
18 Mohammad Eka Putra dan Abul Khair, Percobaan dan Penyertaan, USU Press, 

Medan, 2009, hlm. 39. 
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dengan adanya Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka delik penyertaan dapat dijelaskan 

sebagai berikut:19 

Medepleger (penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta) 

haruslah memenuhi unsur dari pada delik. Sedangkan menurut Martiman, 

membantu melakukan, yaitu “Apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-

sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”20 Menurut 

pendapat Loebby Luqman, bahwa dalam memberikan syarat pada terbentuknya 

turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang 

berbentuk ikut serta ialah:  

a. Harus ada kerja sama dari tiap peserta dan  

b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.  

Turut serta melakukan kejahatan harus ada kerja sama secara fisik antar 

masing-masing pelaku.21 Ketentuan tersebut di atas merupakan suatu upaya dalam 

membedakan secara tajam antara turut serta dan pembantuan yang dalam praktik 

memang sulit untuk dibuktikan. Menurut KUHP, ancaman pidana pada pembantuan, 

yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, jika 

kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dijatuhkan pidana 

penjara paling lama 15 tahun. Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai 

suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.  

Penyertaan (deelneming) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih 

yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau 

lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan 

bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain 

                                                             

19 Chant S.R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana 
Menurut KUHP,” Lex Crimen vol, 6, no. 6, 2020, hlm. 31 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951. 

20 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 
Jakarta, Pradnya Paramita, 1998, hlm. 55. 

21 Latifah Auliyanisya, “Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana 
Pembunuhan Pada Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb,” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-
Ilmu Hukum, vol. 16, no. 1, 2018 hlm. 11, 
https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/780 diakses pada 15 
november 2024, pukul 20.21 WIB 
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(diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).22 Tindak pidana kekerasan terhadap anak 

yang mengakibatkan kematian termasuk dalam lingkup Undang-Undang 

Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 15a menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak 

adalah setiap tindakan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, 

psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum.23 Kekerasan sering dilakukan 

bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat 

dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang 

dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Seringkali tindak 

kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, 

karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan 

tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut domestic violence (kekerasan 

domestik).24 

3.2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

Mengakibatkan Matinya Seorang Anak Berdasarkan Konsep Penyertaan 

Konsep pertanggungjawaban pidana mempunyai arti penting dalam bidang 

hukum pidana, karena dalam persoalan mengenai kesalahan, tanggungjawab, dan 

hukuman yang merupakan hal yang harus sesuai dengan konteks moral, agama, dan 

hukum. Ketiga bagian ini menunjukan keterkaitan dan didasarkan pada konteks 

bersama, yang mencakup kumpulan norma-norma perilaku yang dianut secara 

kolektif, yang mengarah pada munculnya konsep rasa bersalah, tanggung jawab, 

dan hukuman. Pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses memastikan 

kesalahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa sehubungan dengan 

kejahatan yang dilakukan. Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu 

                                                             

22 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011, 
hlm.174 

23 Cindy Febriana Pualam, “Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis 
Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Fakultas Hukum 
Universitas Surabaya, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 3 No. 2 2018, hlm. 6 

24 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis 
Viktimologis, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1 
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dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau 

dihukum.25 Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan sifat melawan hukum 

dapat dimaafkan jika memenuhi beberapa kriteria diatas. Jika mengacu pada 

Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Tjb tersebut maka penulis menganalisis 

adanya unsur turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat sehingga 

mengakibatkan matinya seorang anak yang didalam putusan pertama tersebut 

dijatuhi hukuman 8 tahun dan 6 tahun sehingga menimbulkan disparitas hukuman 

sedangkan putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PT Mdn di putusan setelah banding ini 

para terdakwa dijatuhi hukuman yang sama rata yaitu 15 tahun penjara.  

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan 

petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 

tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau 

tidak. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan 

dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa 

syarat:  

a) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum  

b) Mampu bertanggung jawab 

c) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena 

kealpaan/kurang hati-hati  

d) Tidak adanya alasan pemaaf.26 

 
Pasal 55 KUHPidana secara spesifik tidak mengatur ancaman hukuman 

pidana penjara terhadap para pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku utama 

(pleger) ditentukan berdasarkan pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang 

dilakukan. Ancaman hukuman bagi pihak yang membantu atau turut serta dalam 

suatu tindak pidana ditentukan oleh pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang 

dilakukan pelaku utama. Karena bersifat turut serta atau membantu, Majelis Hakim 

                                                             

25 Hasudungan Sinaga, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 
Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian”, Iblam Law Review, 
Volume 4, Nomor 1, 2024, hlm. 5-6  

26 Rachmat Setiawan, “Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum”, Alumni, 
Bandung, 1982, hlm. 44 
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yang menyidangkan perkara atas pertimbangannya akan menentukan vonis 

hukuman pidana penjara sesuai dengan peran masing-masing pelaku.27 

Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi empat macam, 

yaitu:  

a) Orang yang melakukan 

b) Orang yang menyuruh lakukan  

c) Orang yang turut melakukan dan  

d) Orang yang dengan pemberian upah.   

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama 

yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai mens rea, konsep ini dianut 

oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip an act does not 

make a person guilty unless his mind is guilty, yang artinya suatu perbuatan tidak 

dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori 

dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur 

dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum 

bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah 

unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang 

bersifat melawan hukum.28 Dalam mempertanggungjawabkan kesalahan para 

terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan, Pengadilan 

Negeri Tanjungbalai memberikan vonis pidana penjara sebagaimana tertuang 

dalam amar putusan diantaranya:  

1. Terdakwa I Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Terdakwa II Ahmad 

Muslim Alias Ulim masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun.  

2. Terdakwa III Muhammad Irnu Panjaitan dijatuhi pidana penjara selama 8 

tahun. 

3. Menetapkan barang bukti berupa: 

                                                             

27 Teori Dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana 
https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55 
kuhpidana/?lang=id&utm_source=perplexity diakses pada 20 februari 2025, pada pukul 
13.44 WIB 

28 Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenada 
media Group, 2016, hlm. 5. 
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a) Satu unit handphone merk vivo 1727 warna hitam, nomor Imei1: 

868889032042217, Imei2: 868889032042209; 

b) 1 potong baju kaos kerah warna hitam 

c) 1 potong celana jenas panjang warna hitam 

d) 1 lembar seng 

e) 1 buah ember warna putih 

f) 1 buah gayung warna hijau 

g) 2 dua buah kepingan anyaman bamboo 

h) 1 bilah parang terbuat dari besi warna hitam, panjang kurang 25 cm 

i) 1 buah tali pinggang terbuat dari kain warna hitam, panjang kurang 1 meter 

 Maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan tersebut yaitu Pasal 80 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang diputus oleh Majelis Hakim kurang tepat, seharusnya 

menggunakan dakwaan Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1. Sesuai dengan 

Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: “mereka yang melakukan, 

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan 

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena penganiayaan berat dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun’’. 

 

4.   KESIMPULAN 

Putusan banding tersebut tampaknya sudah mengikuti prosedur hukum 

yang berlaku, dengan menyebutkan dasar hukum, identitas terdakwa, dan rincian 

fakta yang mengarah pada putusan. Namun, ada beberapa aspek yang dapat 

diperbaiki atau diperjelas untuk memastikan keadilan dan transparansi lebih lanjut. 

Kepastian Jenis Pidana dalam putusan, terdapat variasi dalam lamanya pidana yang 

dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa. Sebaiknya ada alasan yang lebih jelas 

mengapa terdapat perbedaan ini, termasuk pertimbangan mengenai peran aktif 

masing-masing terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Ini penting untuk 
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menghindari disparitas dalam pemidanaan. Dari aspek-aspek tersebut, meskipun 

putusan sudah menjalani prosedur yang benar, perbaikan seperti ini dapat 

memperkuat legitimasi putusan dan memberikan keadilan yang lebih komprehensif 

bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, 

diharapkan ke depannya putusan-putusan serupa dapat lebih adil dan transparan.  

Penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 

55 KUHP, yang mencakup bentuk turut serta melakukan tindak pidana 

(medeplegen). Turut serta melakukan berarti setiap orang yang secara sengaja 

berperan dalam suatu tindak pidana, di mana masing-masing peserta melakukan 

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Dalam kasus 

Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/Pn Tjb dan Putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PT 

Mdn, para terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan tindak pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana ditetapkan oleh 

hakim.Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang turut serta dalam tindak 

pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian didasarkan pada Pasal 354 Ayat 

(2) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Unsur-unsur yang dipenuhi meliputi adanya tindak 

pidana, unsur kesalahan, pembuat yang dapat bertanggung jawab, dan tidak adanya 

alasan pemaaf. Dalam kasus tersebut, terdakwa I, II, dan III dijatuhi hukuman pidana 

penjara selama 15 tahun, sesuai dengan peran mereka dalam tindak pidana yang 

dilakukan. Perbuatan mereka, yang dilakukan dengan sengaja, menyebabkan 

kematian korban, sehingga memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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